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PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR

1l

- L

TENTANG
PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
BUPATI BEKASI,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belama Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2014, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

1,

Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1250 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provins Jawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1930)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubab Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat [Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 2851);

Undang-Undang Nomor & Tahun 1953 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kal
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penctapan Peraturan Pemerintah Pengeanti Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan heempat Atas
Undang-Undang Nomor & Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999];

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa {Lembaran Nepara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3686), sebagaiamana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987},



=Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberaritasan
L Phe i Kﬂﬂ:!pﬂi {Lembaran Negara Republik Indonesis
1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
donesia Nomor 3854) sebagaimana (elah diubah dengan
Urdang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Urdang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negarn Republik
Indonesia Nomor 4150);

6. Urdang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tenteng Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Moemor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4288);

Urdang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentung Perbendaharsan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 4355}

8. Undang-Undang Nemor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungiawah Keuangan Negara [Lembararn

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tam beahiin
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomotr 4500);

9, Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2004 (entang Sistem
Perencanaan Pembangunan [Nasional (Lembaran  Negars
Republik Indonesta Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 4421):

10. Undang-Undang Nemor 32 Tahun 2004 teniang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nemor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Ncmor 4437) sebagaimana telah beberapakal: diubah terakhir
dengan Undang-Undang WNomoer 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang F'emc.rml:a::an Daerah  [Lembaran Negara Hepnhlll-.
[ndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Femerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 4438);

=

12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang  Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakvit, Dewan
Perwakilan Daerak dan Dewan Perwakilan Ralkyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

13. Undang-Unﬂang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajalk Daerah
dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomeor 5040




smenntah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
EEAW, ﬂm’] Sipil |[Lembaran Negara Republik Indonesia
T ' T Nomor 11, Tambahan Lembaran Negars Republik
donesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapakali diubah
m dengan Peraturan Permerintah Nomor 22 Tahun 2013

tentang Perubahan Kelimabelas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Ta,hl.J_n 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
MNomor 57);

16, Peraturan Pemerintah Neomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
[Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2000 Nemoer 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4028},

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana  telah
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

FProtokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggotas  Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47 12,

18, Peraturan Pemerintah MNomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layvanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 4302,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Momor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Lavanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tamabahan Lembaran Negara Republic

Indonesia Nomor 5'34':'!:

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tehun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomeor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Momor 457 5];

20. Peraturan Pemerintah Nomor §6 Tahun 2000 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
denigan Peraturan Pemernintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomeor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155];



SSSSASh Womor S8 Tahun 2005 tentang
mangan Daerah (Lembaran Negara Republik
ahen 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
ik Indonesia Nomor 4578);
mran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoiman
gnan dan Penerapan Standar Pelavanan Minimal
baran Iﬁg_rﬂ Re:puhdik Indonesia Tahtun 2005 Momor 150,
mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383}

ﬂhﬁtﬂr&n E‘Emcrintah Nomor T2 Tahun 2003 tentang Desa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587},

24, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

25, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemeriniahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4393);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 20006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah ([Lembaran Negara Republik
[Indonesia tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah MNomor & Tabun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daecrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomo 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 4555}

27, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614

78. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Perublik Indonesia Nomor 4653}

29, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Dae_rgh
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daecrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Crgarmsas
Perangkat Daerah [Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4741);

!



' mmmurzu Tambahan Lembaran
anesia Nomor 4816);

| Pemesi Hﬂl Nomor 3 Tahun 2009 tentang Bantuan

kepada Parta: Politikk (Lembaran Negara Republik
Tﬂhhﬂ- 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
fepublik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah
ﬂu@n Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tenlang
Peribahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

34, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pervusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah [Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

32, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provins
{Lemibaran Negars Republik Indonesia Tahun 2010 Momar 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5107)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang serta Kedudukan Keuvangan Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah di Wilavah Provinsi [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4209);

36, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajalk Dacrah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republix

[ndonesia Nomor 3161);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165];

S 33. Peraturan Pemetintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2011
MNomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomeor 5219}

33, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Momor 5, Tambahan Lembaran WNegara Republik Indonesia
Nomor 52725:

40, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerntah scbagaimana telah  beberapakals
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Femerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012



n Negeri Numor 13 Tahun 2006 tentang
T !‘[ﬂﬂﬂﬂgﬂn Daerah ﬁéha@.mmna telah
5 dn hﬁh terakhir déngan Peraturan Menterd Dalam

it 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
_ Hﬂ'it.:ri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
an Pengelolaan Keuangan Daerah:

1#1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah  tlenlang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah dan Rancangan
Peraturan Kepala Dacrah tentang Pemabaran Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Angearan Pendapatan dan Betanja
Daerah sebagaimana lelsh diubah dengan Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran Peraturan kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

43, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Takun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolann Barang Milik Dacrah;

#4. Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daecrah, Penganpzaran
dan Pertanggungiawaban Penggunasan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakvat Dacrah Serta
Tata Cara Pengembalian Tunmjangan Womunikasi Inténsil dan
Dana Operasional;

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Ralam
Anggaran Pendapatan dan Belanga Dacrah, Pengajuan,
Penvaluran dan Laporan Pertanggungiawaban Penpggunaan
Banluan Keuangan Partai Politik, scbagaimana telah diubab
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013
tentang  Perubahan Atas Peraturan Mentern Dalam  Neger
Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Rkeuargan Parta
T Politik;

46. Peraturan Menteri Dalam Neger: Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial vang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomaor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial vang bersumber dari Angparan
Pendapatan dan Belanja Daerah;

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 352 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengclolaan Investasi Femeriniah Daerah:



e Huhm Megeri Nomor 1 Tahun 2014 entang
duk Hukum Daerah;

..m Kabupaten Bekasi Nomor | Tahun 2007
F’ﬂkﬂk—-FﬂkBk Pengelolaan Keuangan Daecal [Lemboran

‘Dacrah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);

S1. Peraturan Dacrah Kabupaten Bekasi Nomor & Tahun 2008
-mnt&ng Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);

52, Peraturan Dagrah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009
tentang Organisasi Perangkal Daerah Pemerintah Kabupaten
Bekasi sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor # Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerab Kabupaten
Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupalen
Bekasi Tahun 2012 Nomor 8}

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010
ltentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekas: Tahun
2010 Nomor 3);

34, Peraturan Dacrah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Talun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Dacrah Kabupsten Bekas:
Tahun 2011 Nomaor 1);

55. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Bekasi

Tahun 2011 Nomor &);

56. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Noemor 1 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanjn  Dacrah Tabun
Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun; 2014 Nomor 1);

57. Keputusan Bupati Nomor 445/Kep 206-RSUD/2011 tentang
Penctapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi
Sebagai Badan Lavanan Umum Daerah;

. MEMUTUSKAN :

T

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PENJABARAN ANGOARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 201+

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2014 berjumlah
Rp. 3,594 189.067.546,00 dengan rincian sebagai berikut

1. Pendapatan Dacrah Rp 3,094 189067, 545,00

2. Belanja Daerah Rp. 3,593.267.461.946,00
: {=1

Surplus/ [Delis:t) Rp. (492.078.394.400.00)



3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan Rp. 500.000.000.000,00

b. Pengeluaran Rp. 921.605.600,00
Pembiayaan Netto Rp. 499 078.394,400,00
()
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun
Berkenaan Rp. -
Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih
lanjut pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupau
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 27 Januari 2014

5 f- BUPATI BERASLA#
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